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Abstrak
Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul ”Analisis Fiqh Siya>sah Dustu>riyah Terhadap Perlindungan dan Kebebasan Pers di Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers? dan Bagaimana Analisis Fikih Siya>sah Dustu>riyah Terhadap Perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik?
Data penelitian ini menggunakan metode Sociological Yurisprudence yaitu dengan cara menitikberatkan pada hukum yang hidup di masyarakat,  dan dihimpun dengan meriset dari jurnal maupun artikel serta tayangan-tayangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hal ini akan disusun dengan sistematis sehingga mejadi data yang valid mengenai bagaimana praktek Kebebasan Pers di Media Eelektronik berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fikih Siya>sah Dustu>riyah.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Pers memiliki jaminan dan perlindungan yang didasarkan dengan aturan negara yang amat sangat kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta secara Fikih Siya>sah Dustu>riyah  dilindungi oleh sumber hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur’an dalam Surah Ali Imran ayat 104 dan selanjutnya dalam Hadis Arba’in 34 dimana hadis tersebut merupakan Hadis ke 34 dari 40 Hadis utama yang diakui ke akuratan dan ke shahih-annnya dalam Islam. Meskipun begitu, dalam prakteknya masih ada hal yang ditimbulkan oleh beberapa golongan agar kegiatan Pers serasa tidak terlindungi dan aman pelaksanaanya, khususnya dalam hal kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat sering dianggap kegiatan pencemaran nama baik.

Maka perlunya pemerataan edukasi untuk para pembaca atau audience terkait hal-hal yang berupa hak kebebasan khususnya Kebebasan Pers, supaya mereka tahu dan dapat membedakan bahwa hal tersebut merupakan pelaksanaan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk menyampaikan kritik ataupun pendapat, bukan melakukan pencemaran nama baik. Para pelaku media juga perlu memberitahu kepada audience jika kegiatan mereka adalah saling berargumentasi atau menyampaikan pendapat dan kritik, bukan menghakimi satu pihak. Para pihak juga perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik supaya dalam kegiatan pers ini tidak timbul pendapat negatif dari para audience. Khususnya  Narasumber yang memiliki Hak tolak dan Hak jawab, agar menggunakan hak tersebut selaku Narasumber untuk memberikan pernyatannya dengan menjawab keluhan masyarakat serta berikan pernyataan jika Narasumber menolak untuk menjawab agar tidak menimbulkan pendapat negatif dari masyarakat dan menganggap media Pers melakukan kegiatan pencemaran nama baik.
KATA PENGANTAR
Skripsi ini berisikan penjelasan tentang Analisis Terhadap Perlindungan dan Praktek Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan analisisnya berdasarkan Fikih Siya>sah Dustu>riyah. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt, yang masih memberi kesempatan dan membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan dalan penelitian proposal skripsi ini.
Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Rektor, Dekan, Kajur, Sekjur, Kaprodi, Dosen, dan Staf, serta para pihak yang tidak memungkinkan penulis menyebutkan satu persatu yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Secara Khusus, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada Bapak Drs. Achmad Yasin, M.Ag. sebagai Pembimbing, memberikan arahan dan membangkitkan kepercayaan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini.
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DAFTAR TRANSLITERASI
Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonen

	No
	Arab
	Indonesia
	Arab
	Indonesia

	1.
	ا
	’
	ط
	t}

	2.
	ب
	B
	ظ
	z}

	3.
	ت
	T
	ع
	‘

	4.
	ث
	Th
	غ
	Gh

	5.
	ج
	J
	ف
	F

	6.
	ح
	h}
	ق
	Q

	7.
	خ
	Kh
	ك
	K

	8.
	د
	D
	ل
	L

	9.
	ذ
	Dh
	م
	M

	10.
	ر
	r 
	ن
	N

	11.
	ز
	Z
	و
	W

	12.
	س
	S
	ه
	H

	13.
	ش
	Sh
	ء
	ˈ

	14.
	ص
	s}
	ي
	Y

	15.
	ض
	d}
	
	


Sumber: Kate L. Turabian. A Manual of Writter of Term Paper, Disertation (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

	Tanda dan 

Huruf Arab
	Nama
	Indonesia

	ﹷ
	fath}ah
	A

	ﹻ
	Kasrah
	I

	ﹹ
	d}ammah
	U


Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah ber-h}arakat sukun atau didahului oleh huruf yang ber-h}arakat sukun. Contoh: iqtid}a> (اقتضاء) 

2. Vokal Rangkap (diftong)

	Tanda dan 

Huruf Arab
	Nama
	Indonesia
	Keterangan

	ﹷيْ
	fath}ah dan ya
	ay
	a dan y

	ﹷوْ
	fath}ah dan wawu
	aw
	a dan w


Contoh 
: alayh
(عليه) 



: mawd}u> (موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

	Tanda dan 

Huruf Arab
	Nama
	Indonesia
	Keterangan

	ﹷا
	fath}ah dan alif
	a>
	a dan garis di atas

	ﹻي
	kasrah dan ya
	i<
	i dan garis di atas

	ﹹو
	d}ammah dan wawu
	u>
	u dan garis di atas


Contoh
: al-jama>ah
(الجماعة)



: ghali>zan
(غليظا)



: yadu>ru
(يدور)
C. Ta> Marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta> marbu>t}ah ada dua:

1. Jika hidup, (menjadi mud}a>f) transliterasinya adalah t.

2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah h. 

Contoh
: shari>at al-isla>m
(شريعة الاسلام)



: al-baqarah

(البقرة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar. 

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
 Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika dikaitkan dengan perlindungan HAM, maka artinya untuk layak disebut negara demokrasi, maka dalam negara tersebut harus menjamin kebebasan warganya karena kebebasan warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah dimiliki sejak lahir.

Kebebasan pers adalah salah satu unsur yang penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis, terbuka, dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara.
 
Pengertian pers sendiri menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang dimaksud dengan pers adalah: “Lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan Nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stenlis atau alat-alat tehnik lainnya”

Kebebasan pers termasuk bagian dari kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi kadang disebut juga dengan “kebebasan berbicara” yang merupakan salah satu jenis kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Selain itu, kebebasan berekspresi juga diakui oleh dokumen-dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (KIHSP).

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang dan dilindungi oleh negara. Kebebasan jenis Pers dibatasi dalam beberapa negara yaitu jika Pers tersebut memuat ujaran kebencian (hate speech) yaitu ujaran apa saja yang berupa menghina orang karena ras, gender, orientasi seks, etnis, dan agama.

Aturan mengenai Pers di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 mengenai Pers mendefinisikan bahwa “Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, grafik, dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Peran Pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Pasal 6 yaitu:

Pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Kebebasan berekspresi bukan hanya berupa kebebasan berbicara, tetapi juga berupa kebebasan mengemukakan dan menyebarluaskan pendapat dan menyampaikan informasi melalui media yang ada. Kebebasan berbicara ataupun berpendapat merupakan hak asasi manusia yang didapatkan sejak lahir yaitu hak untuk merasa bebas dalam menyampaikan pikiran ataupun pendapat yang berupa kritik, koreksi, ataupun saran yang secara lisan maupun tertulis. Kebebasan untuk berbicara ataupun mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu untuk merasa bebas mengemukakan pikiran dan pendapatnya yang berupa kritik, saran, dan koreksi karena Indonesia adalah negara hukum maka Indonesia pasti memiliki aturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. 
Hak untuk bebas berbicara dan mengemukakan pendapat sebelumnya telah dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.
 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat karena kebebasan berpendapat mrupakan bagian penting dalam sebuah negara khususnya negara demokrasi.
Kemudian pasal kebebasan berpendapat dan berekspresi pada DUHAM PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui Pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang tertulis sebagai berikut : “(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain). (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Kebebasan pers juga merupakan Hak Konstitusional yang ketetapannya tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan Pasal 28F yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pers sebagai pekerjaan jurnalistik merupakan proses komunikasi rohaniah, suatu kegiatan yang menimbulkan dan membina kesamaan nilai-nilai rohaniah antara wartawan sebagai komunikator dan khalayak sebagai komunikan.

Pers merupakan alat revolusi media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, informatif dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat.

Kebebasan berbicara dan berpendapat bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kegiatan Pers dalam bentuk tulisan bisa kita unggah ke media cetak dan untuk secara lisan bisa melalui media penyiaran. Kegiatan penyiaran ataupun penyampaian informasi yang melalui media tentu berhubungan dengan Pers.
Seiring perkembangan zaman, saat ini segala kebutuhan dan aktivitas kita telah banyak terbantu berkat adanya teknologi. Teknologi saat ini sudah semakin maju dan berkembang. Saat ini kita sudah sangat mengurangi aktvitas kita untuk mendapatkan sebuah informasi melalui media cetak, melainkan bertransformasi pada media elektronik. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang lagi untuk membeli koran ataupun majalah untuk mengetahui tentang suatu informasi atau berita, karena saat ini sudah ada teknologi yang berupa benda elektronik, yaitu televisi, radio, dan smartphone. Melalui televisi, kita bisa melihat tayangan-tayangan dari berbagai macam stasiun televisi yang ada di negara kita sendiri, bahkan bisa melihat tayangan dari luar negeri jika perangkat kita dilengkapi dengan komponen yang memadai. 

Televisi  menyajikan beberapa tayangan-tayangan yang berupa berita, drama, iklan, talkshow. Melalui radio, kita hanya bisa menangkap informasi dengan cara mendengarkan apa yang sedang disajikan oleh stasiun radio pilihan kita. Kelemahan dari radio adalah ia hanya dapat memberikan kita informasi berupa suara saja karena memang tidak memiliki fungsi untuk menayangkan secara visual. Smartphone merupakan teknologi yang berupa telepon genggam namun fungsinya sangat banyak baik dari sisi positif dan negatif. Smartphone bisa digunakan untuk mengakses berita, membaca buku online, berkomunikasi dengan orang yang jauh melalui sosial media, belanja online, dan masih banyak lagi. 
Ketika kita berkeinginan untuk menonton sebuah tayangan dalam televisi, tetapi kita terhalang karena ada suatu aktvitas yang tidak bisa ditinggalkan, saat ini kita bisa tetap menonton acara tersebut tanpa harus stay didepan TV saat jam tayang, dengan menggunakan aplikasi Youtube kita bisa menonton tayangan-tayangan yang tertinggal akibat aktivitas tertentu saat jam tayangnya karena saat ini stasiun-stasiun TV mengunggah tayangan mereka di Youtube. Tayangan-tayangan drama, kartun, berita, talkshow, dan gosip semua sudah terunggah dalam aplikasi Youtube, kita hanya perlu mengetikkan dan salah satu kata kunci dari tayangan yang ingin kita lihat, dan dengan mudah tayangan yang kita cari itu ditemukan.

Berkat kemajuan teknologi saat ini, kegiatan Pers sekarang beralih medianya karena saat ini secara garis besar kegiatan Pers dilakukan melalui media elektronik yang memudahkan kita untuk menjangkau informasi-informasi tanpa harus repot untuk membaca dari surat kabar ataupun majalah, yaitu melalui televisi (TV). Acara yang ditayangkan dalam televisi, saat ini tak selalu menyangkan drama, tetapi sudah terdapat beberapa acara yang berupa kegiatan-kegiatan Pers yang berupa kegiatan jurnalistik yang salah satunya adalah program Talkshow yang merupakan tempat dimana kita bisa berdiskusi, adu argumen, dan menyampaikan kritik atau aspirasi kita dalam acara tersebut yaitu dalam acara Talkshow Mata Najwa. Najwa Shihab sebagai tuan rumah alias pemimpin diskusi dalam Talkshow tersebut sering melibatkan pejabat pemerintahan.

Najwa Shihab sebagai pembawa acara dalam programnya “Mata Najwa” seringkali berkomunikasi dan beradu argumen dengan para pejabat pemerintahan yang menjadi tamu dalam acara tersebut. Najwa seringkali mendiskusikan terkait permasalahan dalam pemerintahan negara yang sedang hangat diperbincangkan dan diberitakan dalam media-media.

Pada 28 September 2020, talkshow yang dibawakan oleh Najwa Shihab itu, menayangkan acaranya dengan judul “Menanti Terawan”. Melihat banyak menteri kesehatan negara-negara lain yang menyerah dan kewalahan dalam  menangani Covid-19 bahkan beberapa Menteri Kesehatan Negara Lain mengundurkan diri dari jabatannya. Hal  ini membuat program Mata Najwa ingin sekali mewawancarai Menteri Kesehatan yaitu Dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. Untuk dimintai keterangan bagaimana perkembangan kondisi Covid-19 di Indonesia  dari awal sampai saat ini. Karena Pak Terawan tidak pernah berkenan hadir ke acara tersebut untuk memberikan keterangan dan penjelasan, maka Najwa Shihab pun tak punya pilihan lain dan membuat kursi yang seharusnya diisi Menteri Kesehatan tersebut kosong. 
Pemandu acara “Mata Najwa” yaitu Najwa Shihab, mewawancarai dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas kegelisahan masyarakat dalam penangan Covid-19 di Indonesia kepada kursi kosong tersebut alih-alih seolah Pak Terawan memang menghadiri acara tersebut.
Walaupun yang dilakukan Program Mata Najwa tersebut seharusnya terlindungi oleh aturan-aturan yang ada mengenai praktek pers, namun dalam prakteknya di lapangan ada pihak yang merasa tidak terima atas tayangan tersebut dan melaporkan tayangan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik Relawan kubu Pak Jokowi merasa seolah-seolah Najwa Shihab menghina Menteri Presiden Joko Widodo karena dalam acara tersebut ada beberapa kalimat yang diucapkan Najwa pada wawancara tersebut yang mungkin bagi para Relawan Kubu Presiden Joko Widodo merupakan penghinaan terhadap Menteri Kesehatan Pak Terawan, yaitu:

“mengapa menghilang pak?
Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi.
Rasanya menteri kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya menteri kesehatan Republik Indonesia.
Atau kehadiran Menteri Kesehatan di depan publik dirasa tidak terlalu penting?”. Berikut beberapa wawancara Najwa diawal, Dan di akhir Najwa juga mengatakan: 
“Pak Terawan ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan Covid-19.

Yang jelas bukan hanya desakan ke presiden, tetapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati anda untuk mundur saja. Siap mundur pak?” ucap Najwa Shihab.

Dari beberapa kalimat yang Najwa ucapkan kepada kursi kosong tersebut Maksud Najwa hanya menyampaikan kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan dari publik atas kinerja Pak Terawan selaku Menteri Kesehatan. Namun Relawan Kubu Presiden Joko Widodo melaporkan Najwa Shihab atas dugaan pencemaran nama baik.
Walaupun ujaran pencemaran nama baik biasanya menjadi ranah UU ITE ketika perbuatan tersebut dilakukan di media elektronik, tetapi kasus ini seharusnya menjadi bagian Undang-Undang Pers karena kegiatan Talskhow tersebut merupakan acara penyiaran yang berada dibawah naungan Pers dan bisa kita lihat walaupun Pers begitu penting dalam penegakan demokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa Pers di Indonesia belum bisa secara keseluruhan menerapkan kualitas Pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan.

Penjelasan kasus di atas bisa dilihat bahwa kebebasan berekspresi kita saat ini secara tidak langsung tidak benar-benar bebas seperti apa yang ada dalam Pasal 28 UUD 1945. Kebebasan berekspresi saat ini dengan mudahnya dilaporkan atas pencemaran nama baik, padahal aturan mengenai pencemaran nama baik juga ada kriteria tersendiri untuk bisa dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik.
Aturan mengenai Pers sebenarnya sudah sangat jelas bahwa kegiatan-kegiatan Pers di Indonesia memiliki perlindungan yang sangat kuat meskipun dalam fakta yang terjadi di lapangan sepertinya Pers tidak benar-benar terlindungi sepenuhnya, padahal dalam pemerintahan Islam, kebebasan berekspresi adalah hak setiap individu yang mengantarkannya pada kepentingan dan nuraninya dan tidak bisa dikurangi baik oleh negara atau ditinggalkan individu.
 
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Di antara kewajiban tersebut adalah melakukan amar ma’ruf nahi munkar, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan buah pikiran ataupun kritik secara bebas yang tidak boleh luput dengan pemberian saran juga.
Dalam ajaran agama Islam, Allah telah menurunkan ayat perihal amar ma’ruf nahi munkar yang terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمّتٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الخَيْرِوَ ىَاْ مُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Artinya : Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dari ayat di atas diartikan bahwa kebebasan berekspresi harus digunakan dengan tujuan menyebarkan kebaikan, dan dilarang digunakan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman. Setiap orang boleh merasa bebas untuk berbicara untuk mengemukakan kritik dan pendapatnya asalkan tidak melanggar hukum seperti memfitnah, melawan kebenaran, dan menghina keyakinan orang lain.

Dari ayat di atas juga kita bisa mengemukakan kritik kita apabila kita melihat sesuatu yang kita rasa kurang benar, karena sesuai yang terdapat dalam Kitab Al-Arba’in An-Nawawiyah Hadis ke 34: 
عَنْ أَبِي الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰه ليه و سلم يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُعَيِّرْهُ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَا نِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ اْلاِيْمَانِ (رواه مسلم)
“Dari Abu Said Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”(Riwayat Muslim)”.
 
Maka pelajaran yang didapat dari hadis tersebut adalah menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya.
Jika kita sangkutkan dengan penelitian ini, ketika kita melihat suatu kebatilan yang lakukan oleh seseorang, jika kita tidak bisa mengubahnya karena kita tidak memiliki tahta untuk melakukannya, maka kita bisa menggunakan lisan kita dengan cara mengemukakan pikiran dan pendapat kita terkait kebatilan tersebut dengan cara menyampaikan buah dari pikiran kita, menyampaikan kritik, koreksi, dan memberikan saran dan solusinya. Jika kita merasa takut untuk mengungkapkan secara lisan, maka kita bisa menggunakan media cetak dengan mengunggah tulisan kita dalam bentuk karya.
Melihat kinerja Menteri Kesehatan Pak Terawan, publik menyampaikan kegelisahan mereka kepada Najwa Shihab melalui petisi dan media sosial yang ada selaku ia adalah Pembawa Acara yang memiliki relasi untuk menyampaikan keluhan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan salah satunya adalah kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan walaupun Pak Terawan tidak hadir pada acara tersebut dan Najwa terpaksa menjadikan kursi yang seharusnya dihadiri Pak Terawan itu Kosong.

Pada akhirnya, Najwa Shihab dilaporkan karena talkshow nya yang bertema “Menanti Terawan” itu mengkritik perkembangan kinerja Menteri Kesehatan dan menjadikan kursi yang seharusnya dihadiri Pak Terawan Kosong, dan berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut dan dijadikan dalam sebuah skripsi, maka penulis membuat judul kajian “Analisis Fikih Siya>sah Dustu>riyah  Terhadap Perlindungan dan Kebebasan Pers di Media Eelektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya adalah:

1. Kebebasan Pers di Negara Demokrasi.
2. Kebebasan Pers menurut Hukum Tata Negara Islam (Siya>sah Dustu>riyah).
3. Kebebasan Pers menurut Undang-Undang Dasar 1945.
4. Kebebasan Pers menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
5. Kebebasan Pers menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
6. Kebebasan Pers menurut Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
7. Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Seperti pada kasus Talkshow Mata Najwa Menanti Terawan dan beberapa kasus lainnya.
C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu hanya fokus kepada:

1. Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana Praktek Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana Analisis Fikih Siya>sah Dustu>riyah Terhadap Perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
 Sehingga untuk memperjelas bahwasanya penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi peneliatian yang sudah pernah ada.

Dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti menelaah terhadap karya-karya sebelumnya yang relevan terhadap penelitian ini, antara lain:

1. “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siya>sah Dustu>riyah”. Skripsi ini ditulis oleh Fadhilatul Husni, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi karya Fadhilatul Husni ini menjelaskan tentang kegelisahan atas Hak warga negara untuk bebas berekspresi, akibat beberapa pasal dalam UU ITE yang dinilai multitafsir banyak menjerat orang yang menyampaikan pendapat dituduh melakukan pencemaran nama baik tetapi tidak memfokuskan pada suatu kasus.

Sedangkan dalam penelitian ini juga memfokuskan pada suatu kegiatan Pers yang merupakan kegiatan berpendapat yang dilakukan di Media Elektronik.
2. “Konsep Kebebasan Dalam Islam”. Jurnal ini ditulis oleh Muh. In’amuzzahidin, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Negeri Islam Walisongo. Dalam tulisannya, Muh. In’amuzzahidin membahas mengenai cakupan kebebasan yang sangat luas seperti kebebasan berekspresi atau mengemukakan pendapat, berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi, dan kebebasan beragama dengan fokus dari konteks agama Islam.
Sedangkan dalam penelitian ini juga menganalisa kebebasan berekspresi dalam kegiatan Pers dari sisi hukum positif yang dilakukan melalui media elektronik.
3. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”. Jurnal ini ditulis oleh Mufti Nurlatifah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dalam tulisannya, Mufti Nurlatifah membahas mengenai bagaimana posisi Undang-Undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam Perspektif lex spesialis maupun lex generalis.
Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan   Kebebasan Pers yang dilakukan melalui media elektronik. 
Dari beberapa penelitian diatas, semuanya relevan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perihal kebebasan berekepresi atau Pers. Namun fokus dalam penelitian ini adalah perihal perlindungan   Kebebasan Pers di media elektronik yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan dalam penelitian ini juga menggambarkan pada kasus Talkshow “Mata Najwa” edisi “Menanti Terawan” yang dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh relawan Presiden Joko Widodo dan juga akan menganalisa dengan kasus-kasus yang serupa ataupun dari yurisprudensi yang ada.
F. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian yang dilakukan fokus terhadap sasaran yang diteliti.  Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Praktek Kebebasan Pers yang dilakukan melalui Media Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
2. Untuk mengetahui analisis Fikih Siya>sah Dustu>riyah terhadap perlindungan Kebebasan Pers di Media Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
G. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis: Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah dan memberikan pengembangan pada bidang ilmu pengetahuan hukum dan menambah wawasan dalam menyampaikan atau mengunggah sesuatu dalam media elektronik khususnya dalam kegiatan Pers supaya bisa lebih berhati-hati dan bijak dalam mengeluarkan aspirasi secara lisan maupun tulisan melalui media karena media dengan mudah dapat diakses oleh siapa saja.
2. Manfaat praktis: Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi informasi hukum bagi publik dan menjadi pedoman bagi semua masyarakat supaya lebih cermat dan lebih terjamin haknya dalam melakukan kegiatan Pers khususnya ketika menyampaikan dan mengunggah buah dari pikirannya di media elektronik.
H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam judul penelitian tersebut, maka disini penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah atau kata kunci yang ada dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Fikih Siya>sah Dustu>riyah: yaitu bagian dari fikih siya>sah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas diantaranya adalah konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

2. Kebebasan Pers: Hak untuk merasa bebas memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah yang bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan yang disalurkan melalui media-media yang ada yaitu media cetak ataupun elektronik.

3. Media Elektronik: Sebuah media yang berfungsi menyampaikan suatu infomasi, yang berbentuk benda elektronik (TV, Radio, HP).
Media elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media yang menyangkan Talkshow Menanti Terawan, yaitu sebuah acara yang dibawakan oleh Najwa Shihab yang berupa pewawancaraan, perdebatan, dan penyampaian kritik kepada para pejabat pemerintahan yang ditayangkan di Televisi.
I. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dan valid, dalam sebuah penelitian diperlukan adanya suatu metodologi. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Imperic Sociological Yurisprudence. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat yang berarti menitikberatkan pada hukum yang hidup di masyarakat (Living Law) dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.
2. Data dan Sumber Data
a. Jenis Data
Berisi tentang jenis data apa saja yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan.

1) Data mengenai praktek kebebasan pers yang terjadi di masyarakat, dalam penelitian ini menggunakan kasus Talkshow  Mata Najwa edisi Menanti Terawan.
2) Artikel, tayangan, berita, maupun  tulisan yang berhubungan dengan kasus Mata Najwa edisi Menanti Terawan.
b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meriset terkait hal-hal yang berhubungan dengan praktek Kebebasan Pers di Indonesia seperti gambaran pada kasus Mata Najwa Menanti Terawan yaitu dari dokumentasi Youtube, artikel, berita, media-media lainnya.
3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi yaitu dengan cara mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tayangan Mata Najwa edisi Menanti Terawan. artinya, dalam penilitian dilakukan dengan menonton tayangan dan membaca berita atau artikel terkait Mata Najwa edisi Menanti Terawan, dan mengamati pendapat para Pakar Hukum dan komunikasi tentang hal tersebut.
4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan uraian atau gambaran data yang ada. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kebebasan Pers.
5. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori kemudian akan dibuat kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani permasalahan yang di diteliti yaitu Analisis Fikih Siya>sah Dustu>riyah  Terhadap Perlindungan dan Kebebasan Pers di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
J. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan. Secara keseluruhan, penelitian ini akan ditulis dalam lima bab, diantaranya adalah:
1. Bab I yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, sistematika penulisan.
2. Bab II yang memuat tentang konsepsi siya>sah dustu>riyyah  dan perlindungan pers.
3. Bab III yang memuat tentang praktek kebebasan pers dalam masyarakat (Talkshow Mata Najwa edisi Menanti Terawan)
4. Bab IV yang memuat tentang analisis Siyasah Dusturiyah perihal Perlindungan Kebebasan  Pers di media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
5. Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan memuat saran dari peneliti terkait permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.
BAB II

KONSEPSI SIYA<SAH DUSTU<RIYYAH 

TEORI PERLINDUNGAN PERS
A. Teori Fiqh Siya>sah  dan Fiqh Siya>sah Dustu>riyah
1. Pengertian Fiqh Siya>sah
a. Definisi Fiqh Siya>sah
Secara Bahasa Kata fiqh adalah pengertian dan pemahaman terhadap ucapan dan perilaku manusia. Menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), secara istilah fiqh merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara’ perihal amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang tafsi>l (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).

Kata siya>sah adalah bentuk Masdar dari sa>sa, ya>susu  yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Kata sa>sa memiliki sinonim dengan kata dabbara yang artinya mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.
 Secara termonologis, siya>sah adalah segala perilaku yang mengantarkan manusia agar lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.

Secara terminologis Kata siya>sah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam. Menurut Ibnu Mazhur, siya>sah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Definisi siya>sah menurut Abdul Wahhab Khalaf sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur berbagai hal. Sedangkan arti siya>sah menurut Abdurrahman sebagai hukum peradilan, Lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.
Pada prinsipnya terdapat Persamaan berdasarkan dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas. Jika disimpulkan siya>sah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermsyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.
 Dalam buku Fiqh Siya>sah karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat Fiqh Siya>sah atau Siya>sah Syar’iyyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan umat dan Negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum Islam maka fiqh siya>sah merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siya>sah juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perUndang-Undangan yang wajib ditaati oleh umat atau rakyatnya yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
b. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah
Untuk menentukan ruang lingkup Fiqh siya>sah, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup fiqh siya>sah. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab fiqh siya>sah nya yang berjudul al-ahka>m al-sulta>niyyah yang membagi ruang lingkup fiqh siya>sah ke dalam lima bagian antara lain:
1. Siya>sah Dustu>riyah
2. Siya>sah Ma>liyah
3. Siya>sah Qada>iyyah
4. Siya>sah Harbiah
5. Siya>sah Ida>riyyah
Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-Siya>sah al-Syar’iyyah membagikan ruang lingkup fiqh siya>sah sebagai berikut:

1. Siya>sah Qada>iyyah
2. Siya>sah Ida>riyyah
3. Siya>sah Ma>liyyah
4. Siya>sah Dauliyyah/Siya>sah Kha>rjiyyah
Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siya>sah ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1. Siya>sah Dustu>riyah Shar’iyyah kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;
2. Siya>sah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3. Siya>sah Qada>iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan;
4. Siya>sah Ma>liyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5. Siya>sah Ida>riyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6. Siya>sah Dauliyyah/ Siya>sah Kha>rijiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7. Siya>sah Tanfidziyyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan;
8. Siya>sah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan Undang-Undang.

Namun, dari pembagian ruang lingkup fiqh siya>sah oleh beberapa ulama diatas, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok diantaranya:

1. Politik perundang-undangan atau Siya>sah Dustu>riyah. Bagian ini meliput pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri>’iyyah oleh Lembaga legislative, peradilan atau qada>iyyah oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau ida>riyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri atau siya>sah dauliyyah/siya>sah kha>rjiyyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau Siya>sah Harbiyyah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter atau Siya>sah Ma>liyyah, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak public, pajak dan perbankan.

c. Sumber Kajian Fiqh Siya>sah
Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siya>sah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siya>sah dapat dibagi dua sumber primer dan sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siya>sah kepada tiga bagian, yaitu Alquran  dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.
Selain sumber Alquran dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian fiqh siya>sah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urf  atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian fiqh siya>sah.

2. Fiqh Siya>sah Dustu>riyah
a. Definisi Siya>sah Dustu>riyah
Siya>sah Dusturiyah adalah bagian fiqh siya>sah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam pembahasan mengenai bab siya>sah dustu>riyah meliputi konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara beserta sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut), legislasi (cara merumuskan suatu peraturan perundang-undangan), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu peraturan perUndang-Undangan tersebut.

Permasalahan di dalam Fiqh Siya>sah Dustu>riyah yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.
 Apabila dilihat dari lain sisi siya>sah Dustu>riyah dapat dibagi menjadi empat bagian:

1) Bidang siya>sah tarsi>’iyyah membahas Persoalan ahlu al-halli wa al-aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2) Bidang siya>sah tanfidiyyah, membahas Persoalan imamah, Persoalan bai’ah, wi>zarah, wali al-ahdi dan lain-lain.
3) Bidang siya>sah qada>iyyah, membahas Persoalan peradilan.
4) Bidang siya>sah ida>riyyah, membahas Persoalan administratif dan kepegawaian.

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang siya>sah Dustu>riyah dibagi menjadi empat macam:

1) Konstitusi
Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

2) Legislasi

Legiaslasi atau kekuasaan legislative disebut juga al-sultah al-tashri>’iyyah, artinya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah al tanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan al-sulthah al-qadaiyyah, kekuasaan yudikatif.
3) Ummah
Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu bangsa, rakyat, kaum yang Bersatu pada atas dasar iman; penganut suatu agama atau pengikut nabi; khalayak ramai dan; umum, seluruh umat manusia.

4) Shura atau demokrasi

Kata shura berasal dari akar kata shawa>ra mushawaratan, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah Dustu>riyah
Fiqh Siya>sah Dustu>riyah  merupakan ilmu yang membahas bidang kehidupan yang cukup luas dan kompleks. Penggunaan istilah Fiqh Dustu>riyah, yaitu dikenal sebagai ilmu yang di dalamnya membahas perihal masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan secara luas, karena dalam Dustu>riyah terdapat kumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara.

Fiqh Siya>sah Dustu>riyah  sama dengan Undang-Undang dasar dalam suatu negara yang dijadikan sebagai landasan atau rujukan dalam penegakan hukum. menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul “al-siyasah al-syar’iyyah”,  prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap masyarakat dan Persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa ada perbedaan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan perihal konstitusi juga berkaitan dengan sumber- sumber dan kaedah perUndang-Undangan yang diterapkan dalam suatu negara baik dari sumber sejarah, material, perundang-undangan, dan penafsirannya.
Persoalan dalam Fiqh Siya>sah Dustu>riyah  pada umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu
:

(1)  Dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadist, maqashid al-shari’ah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut yang menjadikan perubahan masyarakat dan dijadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. 
(2) Fiqh, dalam fiqh terdapat hasil-hasil dari ijtihad para ulama  dimana aturan dapat berubah lalu disesuaikan karena perubahan situasi dan kondisi.
Para Ulama terdahulu pada umunya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, penyebab hal ini adalah:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah yaitu hanya karena mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis karena pada dalam kenyataannya setiap perbuatan negara adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Hubungan antara pemerintah dan negara adalah hubungan yang erat, oleh karenanya negara tidak dapat dipisah atau terpisahkan dari pemerintah, demikian pula dengan pemerintah itu sendiri ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena pada intinya pemerintahan berjalan pasti dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah Islam menunjukkaan bahwa permasalahan yang diutamakan sejak wafatnya Rasulullah SAW adalah masalah kepala negara, oleh karena itu para fuqaha cenderung perhatian dan mengutamakan masalah kepala negara dan pemerintahan daripada permasalahan kenegaraan lainnya.
5. Permasalahan yang sering timbul dan mengalami pasang surut dalam sebuah negara adalah masalah mengenai pemerintahan dari pada unsur negara yang lainnya.
4. Dasar Hukum Fiqh Siya>sah dan Fiqh Dustu>riyah
Dasar hukum Siya>sah Dustu>riyah  adalah:
1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber utama atau sumber pokok aturan dalam agama Islam yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam menentukan hukum. Al-qur’an merupakan kalam Allah yang didalamnya berisi Firman-firman Allah dan terdapat beragam aturan hukum didalamnya.
Al-Qur’an diakui sebagai pondasi segi macam suPerstruktur Islam. Para tokoh muslim banyak yang menegaskan bahwa Al-qur’an adalah sumber hukum yang kedudukannya paling tinggi dalam menetukan hukum ataupun aturan-aturan lainnya, karena di dalam Al-qur’an telah mencakup segala hal secara komplek dan Al-qur’an tidak pernah mengalami perubahan apapun walau zaman selalu berkembang.

2. Sunnah

Sunnah adalah praktek kehidupan yang atau sutau norma perilaku, segenap ucapan dan tingkah laku nabi yang disaksikan oleh orang-orang yang mengetahui langsung kejadiannya dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman nabi hingga perawi terakhir yang meriwayatkan dan meneliti dangan deretan perawi yang sebelumnya atau istilah lainnya disebut dengan Hadis. Hadis- hadis yang dijadikan landasan dalam siya>sah dustu>riyah adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan imamah.
3. Ijma

Ijma merupakan kebijakan-kebijakan atau keputusan bersama untuk menentukan suatu aturan atau hukum yang baik demi kemaslahatan umat bersama yang dilakukan secara musyawarah. Para tokoh dalam musyawarah tersebut dari kalangan ulama mufti, ahli fiqh, dan jajaran pemerintahan. Musyawarah tersebut diorientasikan sebanyak-banyaknya kepada kemaslahatan masyarakat.

4. Qiyas

Qiyas adalah penjelasan tentang sesuatu yang dalil nashnya tidak ada di dalam Al-Qur’an ataupun hadis dilakukan dengan cara membandingkan suatu kejadian, peritiwa atau kasus yang serupa dengan sesuatu yang akan diketahui atau ditentukan hukumnya tersebut.

5. Kebebasan Pers/Informasi, Dan Hak Perlindungan Pers Menurut Fiqh Dustu>riyah
1) Hak Mendapat Informasi Oleh Publik

Kebebasan Pers atau sering disebut kebebasan berekspresi merupakan unsur yang penting keberadaannya dalam pemerintahan suatu negara. Pers sendiri merupakan cita-cita dari amar ma’ruf nahi munkar  dimana hal tersebut dalam Islam merupakan tanggung jawab kolektif sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs. Al-Anfal ayat 25:

وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ 

 
Artinya : Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.
 Maksud dari tanggung jawab kolektif adalah jika kemungkaran terjadi akan tetapi tidak ada yang berusaha untuk mencegah ataupun melarangnya, maka Allah akan memberi sanksi kepada semua umat. Kepada yang melakukan kemungkaran adalah karena perilakunya, dan kepada yang tidak melakukan kemungkaran karena sikapnya yang pasif dan hanya bisa diam tanpa mencoba atau berusaha melakukan sesuatu agar kemungkaran tersebut tidak terjadi.

Media amar ma’ruf nahi munkar, selain buku, kaset, film, diantaranya termasuk juga media massa. Media massa berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sebagai media amar ma’ruf nahi munkar artinya sebagai rakyat kita berhak untuk mendapat informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam negeri kita. Namun, ketika kita mendapatkan informasi tentang suatu hal, penting bagi kita agar tidak tergesa-gesa dan menerima mentah-mentah informasi yang kita dapat seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6-8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ. وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ لَعَنِتُّمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ. فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعۡمَةٗۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadannya yang menyebabkan kamu menyesala atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu ‘cinta’ kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya tabayyun (mencari kebenaran) atas suatu berita atau informasi yang di dapat. Ketika kita menerima informasi maka penting bagi kita untuk mencari tahu apakah informasi tersebut benar adanya, dengan menggunakan standar yang ada yaitu 5w+1h (what, who, where, when, why and how). 
2) Jaminan Keterbukaan Informasi dan Pers
Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam pengoptimalan pengawasan publik. Adanya keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam pengembangan masyarakat yang sadar akan keterbukaan informasi publik.

Islam mengajarkan bahwa jangan memberikan layanan yang buruk dari usaha yang sedang dijalankan baik usaha tersebut berupa barang atau jasa, kita dilarang untuk memberikan yang tidak berkualitas, melainkan kita harus memberikan yang terbaik dan yang berkualitas kepada orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 267
:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِ‍َٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  
Artinya: hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan meimicngkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.
Ayat diatas dimaksudkan kepada para pemimpin yang mengusai suatu negeri, sebagai seorang pemimpin maka ia harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Dalam memberikan fasilitas kepada rakyat pemimpin juga harus konsisten terhadap apa yang dilakukan. Janji-janji dan perkataan yang dikatakan oleh seorang pemimpin harus dipenuhi, fasilitas yang menjadi hak masyarakat harus diberikan secara terpercaya dan akurat. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila pemimpin tersebut menepati janji yang telah dibuatnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91
:
وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ  
Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Hal ini dimaksudkan kepada kebijakan pemerintah dalam negara demokrasi bahwasanya pemimpin harus menjunjung tinggi kebebasan sebagai cita-cita demokrasi yaitu salah satunya adalah Kebebasan Pers yang sering disebut kebebasan berekspresi. Kebebasan Pers sendiri kegiatannya tak luput dari hal penyampaian informasi. Pemerintah juga memiliki kebijakan perihal Kebebasan Pers, artinya dalam kegiatan Pers perihal penyampaian informasi harus dilaksanakan secara terbuka sesuai janji dan kebijakan yang dibuatnya. Keterbukaan informasi merupakan bentuk pelaksanaan dari good governance. Hendaknya keterbukaan informasi tidak digunakan hanya untuk kepentingan yang hanya menguntungkan pemerintahan saja.
Keterbukaan informasi penting sekali keberadaanya karena segala hal yang terjadi dalam negara kita berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya tidak menghalangi keterbukaan informasi demi kepentingan citra pemerintahan dan lainnya karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri. Jika pemerintah menghambat informasi sampai kepada masyarakat karena informasi tersebut mempengaruhi citranya maka pemerintah dianggap tidak bisa memenuhi janji sesuai kebijakan dalam Undang-Undang dan mencacatkan cita-cita demokrasi dalam suatu negara.
3) Perlindungan Pers dalam Fiqh Dustu>riyah
Kebebebasan Pers atau sering disebut kebebasan berekspresi juga merupakan hak manusia sebagai makhluk hidup yang harus dihormati. Pers dalam Islam dianggap sebagai media dari amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 109:
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمّتٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الخَيْرِوَ ىَاْ مُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Artinya : Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Maksud dari ayat diatas adalah kita memiliki hak atas Pers dimana Pers sebagai media massa, apabila kita mengetahui hendaknya kita bisa menggunakan media tersebut untuk menyerukan kepada suatu kebaikan dan menyuarakan isi pikiran kita untuk mencegah suatu kebatilan.
Diantaranya aturan-aturan mengenai perlindungan Pers dalam Islam adalah
: 

(1) Piagam Madinah 

Pasal 1

Pasal 1 Piagam Madinah membahas perihal hak asasi manusia yaitu hak kebebasan dan kemerdekaan. Pasal 1 berbunyi “Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain”
(2) Deklarasi Universal Islam Tentang Hak Asasi Manusia (Dewan Islam Eropa 1981)

Deklarasi ini dimulai dengan mukaddimah yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki cita-cita dan keinginan untuk hidup dan berkembang di dunia yang adil, bebas dari perlakuan penindasan, eksploitasi dan perampasan. Hak asasi manusia semua bersumber dari Allah oleh karena itu hak tersebut tidak dapat dibatasi, dicabut, dilanggar, dilepaskan, ataupun dipindahkan baik oleh kekuasaan negara dan lembaga apapun. Isi dari deklarasi ini terdapat dua puluh dua pasal yang membahas mengenai hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak kebebasan yaitu hak dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat, dan hak kebebasan berserikat.

(3) Deklarasi Kairo 1990

Deklarasi Kairo merupakan hasil pertemuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam yang menghasilkan dua puluh lima pasal yang memuat rumusan hak asasi manusia menurut ajaran agama Islam. Menurut dari Deklarasi Kairo ini menyatakan bahwa hak asasi merupakan bagian integral dari agama Islam yang tidak seorangpun bisa mengabaikannya. Oleh sebab itu, setiap orang secara kolektif bertanggung jawab dalam upaya perlindungan hak-hak dan kebebasan.

B. Teori Perlindungan Pers 
1.  Pengertian, Fugsi, dan Ruang Lingkup Pers
a. Pengertian Pers

Pers merupakan istilah dari Bahasa Latin yaitu Pressus yang artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Sedangkan Pers dalam kosakata Indonesia berasala dari Bahasa Belanda yang sama artinya dengan Bahasa Inggris “Press”,  yaitu sebutan untuk alat cetak.
 Dalam arti sempit, Pers hanya digolongkan sebagai produk-produk penerbitan yang diproses melalui percetakan yang dikenal sebagai media cetak. Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari Freedom of Speech, sedangkan dalam arti sempit merupakan dari Freedom of the Press, yang keduanya tercakup dalam Freedom of Expression.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah:

· Usaha percetakan dan penerbitan

· Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
· Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio
· Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
· Medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

Definisi Pers menurut beberapa ahli diantaranya adalah: 

· Oemar Seno Aji, Menurut Oemar Seno Aji, Pers dibedakan dalam dua arti yaitu dalam arti sempit Pers merupakan penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan Pers dalam arti luas merupakan memasukkan semua media hal yang berupa memancarkan pikiran atau gagasan dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun lisan ke dalam seluruh media massa yang ada.
 
· R. Eep Saifulloh Fatah, Beliau menerangkan bahwa menurutnya Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi yang juga memiliki peran yang penting di dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

· Frederich S. Siebert,Pendapatnya mengenai Pers ialah merupakan semua media komunikasi massa yang memenuhi sebuah Persyaratan publistik ataupun tidak dan juga media komunikasi massa yang memenuhi Persyaratan publistik tertentu.

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Pasal 1 adalah:

“Lembaga kemasyarakatan dan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi dengan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stenlis atau alat-alat tehnik lainnya”

Pers merupakan salah satu bentuk sistem, karena Pers terdiri dari beberapa unsur pembentuk, yaitu berita, wartawan, dan masyarakat. Pers juga merupakan bagian dari sistem komunikasi, dan selalu dikaitkan dengan sistem pemerintahan suatu negara yang ada atau bentuk negara dimana sistem Pers itu berada karena Pers selalu ada hubungan dan interaksi dengan pemerintah dan masyarakat karena Pers yang berlaku di dalam suatu negara tidak terlepas dari pengaruh pemikiran atau filsafat yang mendasari sistem masyarakat dan sistem pemerintah, dimana sistem Pers itu berada dan beroperasi.

Pengertian Pers Nasional mengandung pengertian yaitu pengabdian sepenuhnya untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Sejak zaman penjajahan memproklamirkan dan memeprtahankan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia dan mengisi kemerdekaan itu untuk kebahagiaan spiritual dan materiil seluruh bangsa Indonesia.

Keberadaan Pers sangat penting keberadaannya  dalam masyarakat karena Pers merupakan media yang menjembatani masyarakat untuk atas hak konstitusional Freedom of Speech atau Freedom of Expression mereka. Keberadaan Pers juga penting bagi negara yang dengan sistem demokrasi, negara tersebut harus menjamin kemerdakaan rakyatnya termasuk kebebasan berekspresi dan Pers merupakan bagian kebebasan berekspresi.

Kegiatan Pers yang berupa penyampaian informasi atau berita biasanya berbentuk media cetak yang berupa koran atau majalah. Namun seiring berjalannya waktu zaman berubah dan semakin canggih dengan adanya teknologi. Saat ini kegiatan Pers berkembang dalam penyiaran juga dimana media penyiaran tersebut berupa radio atau televisi.

Pers saat ini berkembang bukan hanya dalam bentuk media cetak, tetapi sekarang Pers merambah di media elektronik. Adanya radio dan televisi sangat memudahkan kegiatan Pers karena media elektronik mudah untuk di akses dan dengan adanya media elektronik membuat penggunaan kertas berkurang untuk mencetak media cetak seperti koran atau majalah.

1. Konsepsi Pers

Ada 4 teori tentang Pers yang terkenal yang dikemukakan oleh Sibert dengan Peterson dan Schramm pada tahun 1980 yang diantaranya adalah:

1) Authoritarian theory (teori Pers otoriter)

Teori ini memuat pemahaman bahwa Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara yang mana negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kegiatan sosial yang mana Pers dan individu akan dinyatakan sebagai orang yang beradab jika tunduk dibawah kekuasaan negara serta para penerbit dan pimpinan media selalu diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit dan sensor. Pola Pers yang seperti ini masih dianut sebagian besar negara yang memiliki kepemimpinan otoriter.

2) Liberitarian theory (teori Kebebasan Pers)

Teori ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan harus dihormati dan juga pada teori ini Pers dipandang sebagai mitra dari pemerintah dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah dan juga Pers berfungsi sebagai alat pemerintah dan juga Pers berfungsi sebagai pengawas dari kinerja dari pemerintah.

Sebutan Pers sebagai “The Four Estate”(Pilar keempat negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi umum dan makin populer bagi negara yang menganut teori Pers ini yang mana Pers tidak mampu dikenadlikan oleh kekuasaan.

3) Social responsibility theory (teori Pers bertanggungjawab sosial)

Teori Pers bertanggungjawab sosial merupakan teori baru yang muncul untuk mengatasi terlalu derasnya penganut teori Pers liberitarian yang mana dalam teori Pers libertarian tidak disebutkan bagaimana pertanggungjawaban Pers tersebut namun dalam teori ini disebutkan bahwa Pers memiliki tanggungjawab atas segala informasi yang disampaikannya dan juga dalam teori ini memberikan jaminan terhadap hak-hak para golongan minoritas atau oposisi untuk bersuara di dalam medianya dan hal inilah yang tidak terdapat di dalam teori Pers lainnya dan para penganut teori ini adalah negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya.

4) The sofiet communist theory (teori Pers komunist soviet)

Teori ini menopang kehidupan pada sistem sosialis komunis yakni setiap kehidupan dan perilaku Pers selalu diawasi oleh pemerintah oleh karenanya negara-negara yang menganut teori ini tidak mengenal yang namanya Kebebasan Pers yang ada hanyalah Kebebasan Pers pemerintah.
 Adapun yang membedakan antara teori ini dan teori Pers sebelumnya adalah:

1. Dihilangkannya motif profit (prinsip untuk menentukan biaya pada media)

2. Menomor duakan topikalitas (apa yang sedang ramai dibicarakan)
3. Orientasi Pers ini berada pada perkembangan dan perubahan pada masyarakat komunis.
b. Fungsi Pers

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sudah pasti harus menjamin nilai-nilai yang menjadikan negara tersebut sebagai negara demokrasi salah satunya menjamin kebebasan berpendapat dan berkespresi baik secara tertulis maupun lisan. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi, selain untuk menyampaikan informasi, Pers menjadi sarana dan media bagi masyarakat untuk menyalurkan dan menyampaikan pendapatnya.
Hikma Kusuma Ningrat dan Purnama Kusuma Ningrat menyebutkan 8 fungsi Pers yang bertanggung jawab diantaranya adalah
:

1) Fungsi Informatif: memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara teratur.

2) Fungsi control Pers yang bertanggung jawab: pada fungsi ini, Pers diibaratkan masuk ke balik punggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan.
3) Fungsi interperatif dan direktif: memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat akan arti suatu kejadian.
4) Fungsi menghibur: para wartawan menuturkan kisah-kisah hidup yang menarik.
5) Fungsi regeneratif: yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan dimasa lampau. Bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap dunia itu benar atau salah.
6) Fungsi pengawalan hak-hak warga negara: yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi.
7) Fungsi ekonomi: melayani sistem ekonomi melalui iklan.
8) Fungsi swadaya: yaitu Pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan.
c. Asas-Asas Pers

1) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 yang menyatakan “Kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

a. Asas demokrasi

Asas demokrasi yang dimaksud yaitu Pers harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.

b. Asas Keadilan

Dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai (masyarakat) diharuskan memegang teguh nilai keadilan. Artinya dalam suatu pemberitaan itu tidak ada kepemihakan atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus seimbang dan tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak atau berat sebelah.

c. Asas Supremasi Hukum

Dalam menjalankan setiap kegiatanya, Pers harus berlandaskan pada hukum dimana hukum diletakkan sebagai landasan tertinggi untuk bertindak sehingga Pers tidak sebegitu bebas dalam bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan Pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memeberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa “Pers nasional dalam menyiarkan infromasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus- kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemeberitaan tersebut.”

Menurut Pasal 3 kode etik jurnalistik, wartawan indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini diantaranya adalah:

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interaktif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
d. Sejarah Lahirnya Pers di Indonesia

Sebagai Lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan menyampaikan informasi, tentunya pasti telah melalui perjalanan panjang untuk membentuk suatu lembaga sosial dalam sebuah negara. Pers di Indonesia bermula sejak dibentuknya kantor berita ANTARA yang didirikan pada 13 Desember 1937. Artinya jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan Pers memang telah berkembang dan bahkan seringkali digunakan sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan oleh para pendiri bangsa.

Sejarah Pers di Indonesia dibagi dalam dua babak, yaitu babak pertama yang berlangsung sekitar pada tahun 1745-1854 dan babak kedua berlangsung pada tahun 1854 hingga kebangkitan nasional (1908). Babak pertama dimulai saat indonesia masih berada dibawah jajahan kolonialisme Belanda. Surat kabar dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Eropa dan hanya tersedia dalam bahasa Eropa pada masa itu. Konten-konten surat kabar pada saat itu hanya membahas perihal kehidupan orang-orang Eropa dan sama sekali tidak berkaitan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Informasi, Bataviasche Nouvelles merupakan koran pertama yang terbit di Indonesia pada bulan Oktober 1744.

Sementara dalam babak kedua, surat kabar berbahasa Jawa dan Melayu mulai bermunculan. Mulanya, orang-orang dari peranakan Eropa masih memimpin surat kabar yang berbahasa pra-Indonesia. Namun, para pekerja Pers terutama para redakturnya mulai berasal dari peranakan Tionghoa dan Indonesia (pribumi) ketika menjelang kebangkitan Nasional. Awal mula Pers nasional diawali oleh Koran mingguan Medan Priaji, yang didirikan oleh RM Tirto Adhi Soerjo dan Raden Djokomono pada tahun 1907. Penerbitan koran inilah yang pertama kali menggunakan modal nasional dan dipimpin oleh orang Indonesia.

Selain dibagi dalam dua babak, sejarah Pers di Indonesia juga dibagi dalam 6 periode yaitu: 

1) Zaman Belanda

Perkembangan Pers di Indonesia diawali sejak masa penjajahan Belanda.  Pada tahun 1744, percobaan untuk menerbitkan media massa yang pertama diawali dengan terbitnya surat kabar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Bataviasche Nouvelles. Kemudian Javasche Courant diterbitkan pada tahun 1828 di Batavia (sekarang jakarta) dan memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari aktivitas-altivitas harian di Eropa. Mesin cetak pertama di Indonesia juga datang melalui Batavia melalui seseorang berkebangsaam Belanda Bernama W. Bruining dari Rotterdam yang kemudian menerbitkan surat kabar bernama Het Bataviasche Advertanie Blad. Pada tahun 1885, di seluruh daerah yang dikuasai Belanda, surat kabar dalam Bahasa Belanda terbit sejumlah 16 dan dalam Bahasa Melayu sejumlah 12 seperti Bintang Barat, Hindia-Nederland, Dinihari, Bintang Djohar (terbit di Bogor), Selompret Melajoe, Tjahaja Moelia, Pemberitaan Bahroe (Surabaya) dan surat kabar Bahasa Jawa, Bromatani yang terbit di Solo.
Dengan adanya surat kabar, Pers mulai dimanfaatkan sebagai alat perjuangan bagi beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun pemerintah Belanda menghambat hal tersebut dengan membuat UU untuk membendung pengaruh Pers di Indonesia. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda berisi pasal-pasal ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Belanda, sekutu, atau kelompok penduduk Belanda.
2) Zaman Jepang

Sejak Jepang masuk dan menguasai Indonesia, pelan-pelan surat kabar yang beredar di Indonesia diambil alih. Salah satunya adalah dengan menyatukan beberapa surat kabar agar mempermudah dan memperketat pengawasan pemerintah Jepang terhadap isi surat kabar. Jepang memanfaatkan surat kabar sebagai alat propaganda dengan mengisi surat kabar tersebut dengan konten-konten yang memuji-muji pemerintahan Jepang. Pasa masa penjajah Jepang, Pers Indonesia sama sekali tidak memiliki ruang kebebasan.
Tjahaja merupakan salah satu surat kabar yang mendapat izin terbit pada saat itu. Surat kabar tersebut sudah berbahasa Indonesia dan diterbitkan di Bandung. Kantor berita Tjahaja dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata, R. Bratanata, dan Mohammad Kurdi. Surat kabar tersebut memberitakan segala kondisi yang terjadi di Jepang meskipun terbitnya dan beredarnya di Indonesia.
3) Zaman Kemerdekaan

Ketika surat kabar digunakan sebagai alat propaganda pencitraan oleh pemerintah Jepang, indonesia juga melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi, seorang tokoh Pers yang menerbitkan surat kabar Berita Indonesia, melakukan propaganda supaya rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Harian Rakyat, Soeara Indonesia, Pedoman Harian yang kemudian berubah nama menjadi Soera Merdeka (Bandung), Kedaulatan Rakyat (Bukittinggi), Demokrasi (Padang), Oetoesan Soematra (Padang) merupakan bagian surat-surat kabar yang juga digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan.
4) Zaman Orde Lama

Pers pada masa orde lama terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Demokrasi Liberal dan periode Demokrasi terpimpin. Pada masa Demokrasi Liberal merupakan masa dimana Pers mengalami begitu besarnya kebebasan. Siapa saja yang memiliki modal dapat memiliki sebuah surat kabar sehingga bebas untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa harus memusingkan perihal perizinan. Pers pada masa ini umumnya mewakili aliran-aliran politik yang bertentangan dan bahkan disalahgunakan untuk menebar fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga, tanpa memikirkan sopan santun dan tatakrama.
Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959 yang membuat Indonesia memasuki sebuah era baru yaitu era Demokrasi Terpimpin. Pada era tersebut, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk Pers. Persyaratan untuk mendapat surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat sehingga kemudian para buruh dan pegawai surat kabar banyak melakukan mogok secara halus. Selain itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga cukup berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia, sehingga berita yang diterbitkan separuhnya bersifat pro-komunis.

5) Zaman Orde Baru

Pada masa orde baru, lahir istilah Pers Pancasila, yakni Pers Indonesia dalam arti Pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Hakikat Pers pancasila adalah Pers yang sehat, Pers yang bebas, dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyampai dan penyebar informasi yang benar dan objektif, serta sebagai penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Namun masa kebebasan ini hanya berlangsung selama delapan tahun dan semenjak terjadinya peristiwa malari (malapetaka lima belas januari) pada 15 januari 1974, Pers harus kembali seperti zaman orde lama.
Dengan peristiwa malari dan beberapa peristiwa lainnya, beberapa surat kabar seperti Kompas, Harian Indonesia raya, dan Majalah Tempo dilarang terbit karena Pers yang lagi-lagi dibayang-bayangi oleh kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol Kebebasan Pers dalam membuat berita serta menghilangkan fungsi Pers sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Pers pasca peristiwa malari cenderung Pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara.
6) Zaman Reformasi 

Setelah melewati berbagai periode zaman, reformasi merupakan masa pencerahan terheadap Kebebasan Pers setelah runtuhnya rezim Soehartonpada tahun 1998. Titik Kebebasan Pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden. Banyak media massa yang muncul dan PWI bukan lagi yang menjadi satu-satunya organisasi profesi.
Kalangan Pers kembali bernafas lega karena pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (pasal 4 ayat 1) dan terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). Sampai saat ini, kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang penyiaran dan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, walaupun banyak kegiatan jurnalisme yang melanggar kode etik Pers sehinggu masih menimbulkan kontroversi di masyarakat.

2. Kebebasan Pers

Kebebasan Pers adalah dimana kita merasa bebas dan aman dalam melakukan kegiatan-kegiatan Pers seperti menyampaikan informasi, berita, dan penyiaran. Kebebasan Pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihargai dan dihormati dan juga telah terlindungi dalam Undang-Undang.

Kebebasan bereskpresi juga berupa kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Dengan demikian, Kebebasan Pers merupakan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan ini tidak ada campur tangan negara atau pemerintah ataupun elemen- elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan keberadaannya secara konstitusional dilindungi oleh negara.

Kebebasan Pers merupakan hal yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Negara yang menganut paham demokrasi memang perlu membuat kegiatan Pers di negara tersebut aman karena Pers merupakan pilar keempat sebuah negara sebagaimana sering disebutkan sebagai pengawas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pers telah banyak membantu negara sejak masa penjajahan. Tak jarang para pahlawan memanfaatkan fasilitas Pers untuk perjuangan kemerdekaan yaitu dengan cara mengkritik para penjajah melalui media cetak. Pers juga banyak membantu para rakyat pelosok dalam mendapatkan informasi.

Media memang sangat penting perannya untuk semua masyarakat agar mendapatkan dan mencapai informasi. Meskipun Pers memiliki aturan yang menyatakan Kebebasan Pers akan tetapi terlihat ada pengecualian dalam pelaksanaan kegiatan Pers yaitu kegiatan Pers dilarang apabila memuat ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan kepada seseorang atau kelompok.

3. Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pers pada umumnya merupakan cita-cita dan amanat dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam pasal tersebut menyatakan untuk menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers sendiri meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya yang juga merupakan sarana untuk megeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar berfungsi dengan maksimal sebagaimana amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pers nasional menurut UU 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik mungkin. Khususnya mendasarkan kepada kemerdekaan Pers yang profesional sehingga harus ada jaminan dan perlindungan hukum atas Kebebasan Pers supaya bebas dari campur tangan dan paksaan manapun. Pers nasional juga memiliki peran menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
 

Adanya Undang-Undang Pers sendiri dimulai dari beberapa pertimbangan, diantaranya adalah
:

a. Bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. Bahwa Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan Pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tagan dan paksaan dari manapun;

d. Bahwa Pers nasional ikut berperan menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
e. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-Undang Pers.

Selain itu, dasar hukum dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999 diantaranya adalah: 

a. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1) Dan Ayat (3), Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
Negara yang demokratis bertanggungjawab kepada rakyat untuk menjamin penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, dan keadilan serta kebenaran teruwujud. Keberadaan Pers juga sangat berperan dalam pelaksanaan kontrol sosial yang sangat penting untuk mencegah penyalahguaan kekuasaan baik berupa korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mendefinisikan Pers dalam Pasal 1 yaitu: “Pers adalah wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.
Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”
Pasal 3 ayat (1) juga menyebutkan bahwasanya “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Ayat (2) “Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) Pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”.  

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa “(1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. (3) untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.”

Pada pasal 5 “ (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusialaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani hak jawab. (3) Pers wajib melayani hak tolak.

Pada Pasal 6 “ Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran;”

Berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pers terkait kemerdekaan Pers maka menurut Undang-Undang no 40 tahun 1999 Kebebasan Pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi yang mempunyai fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, dan memenuhi hak asasi manusia masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta sebagai media untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang berasaskan pada nilai-nilai demokrasi demi mendorong terwujudnya supremasi hukum serta menghormati kebhinekaan.

4. Instrumen Hukum Mengenai Perlindungan dan Jaminan Kebebasan Pers

Peraturan-peraturan mengenai Kebebasan Pers adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 E Ayat (2)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28 E Ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memeperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memeproleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 1 Ayat (1)

Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentukt ulisan, suara, gambar, grafik, dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak asasi manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.

4) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:

(a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;

(b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan moral masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PERS
A. Fakta Praktek Pelaksanaan Pers
Kebebasan pers merupakan elemen penting dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, karena pers berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Negara yang menganut paham demokrasi perlu menjunjung tinggi hak kebebasan warga negaranya.
Pers sendiri merupakan lembaga penyiaran yang merupakan media yang menjembatani antara warga dan pemerintah serta sebaga media penyiaran berita seperi surat kabar, majalah, radio, televisis, dan film. Kegiatan pers juga merupakan pelaksanaan freedom of expression atau freedom of speech.
Pada awal berdirinya Pers hanya berbentuk dalam media cetak dimana bahan bakunya menggunakan kertas. Setiap orang perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan media cetak tersebut. Media cetak pada jaman dahulu berupa koran, namun beberapa saat berkembang dan hadirlah majalah. Sedangkan saat ini Pers tidak hanya berbentuk media cetak saja, tetapi Pers juga memiliki media penyiaran. Media penyiaran Pers berupa radio dan televisi dimana kedua media tersebut merupakan benda elektronik dan masyarakat lebih sering menyebutnya dengan media elektronik bukan media penyiaran.
Adanya media elektronik dirasa lebih memudahkan karena tidak perlu menghabiskan banyak kertas lagi untuk mencetak koran ataupun majalah. Keberadaan media elektronik juga membawa acara Pers menjadi lebih bervariatif. Melalui radio kita sering mendengar berita-berita terkait peristiwa yang sedang terjadi hari itu.
Kegiatan Pers saat ini tak hanya berfokus pada penyampaian berita dan informasi saja, sejak adanya televisi, ada beberapa stasiun televisi yang memiliki program yang menghubungkan kita dengan pemerintahan maupun politik. Diantaranya adalah acaranya Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan di stasiun televisi TV One dan Mata Najwa yang ditayangkan di Trans 7.

Acara Indonesia Lawyer Club merupakan gelar wicara yang menampilkan dialog mengenai masalah hukum dan kriminalitas yang biasanya para narasumber yang berdebat dalam acara tersebut merupakan para pejabat pemerintahan dan para pakar hukum.

Selain itu juga ada acara penyiaran bernama Mata Najwa yang sangat digemari oleh masyarakat. Acara Mata Najwa yang di presenteri oleh Najwa Shihab ini sangat menarik perhatian karena program Mata Najwa sering membawakan acara bertemakan permasalahan yang terjadi dalam dunia pemerintahan, hukum, dan politik. Biasanya narasumber dalam program Mata Najwa merupakan pakar hukum dan pejabat pemerintahan. Menariknya disini, sebelum acara tersebut tayang, Najwa seringkali membuat petisi atau menyampaikan melalui akun sosial medianya terkait acara yang akan dibawakannya. Dari tautan yang ia unggah di media sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk para narasumber yang bersangkutan. Ketika acara tersebut tayang Najwa selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ia dapatkan dari media sosial ataupun petisi yang ia buat lalu ia ringkas untuk ditanyakan kepada narasumber pada acara tersebut.
Selain menyampaikan pertanyaan, kritik dan saran juga selalu tersampaikan dalam acara tersebut. Berkat kegiatan penyampaian kritik dan saran serta seringkali pemandu acara Mata Najwa tersebut menyampaikan keluh kesah masyarakat yang ia tampung dalam media sosialnya, acara ini berhasil menyita banyak perhatian. Banyak orang sangat bersemangat menantikan tayangan Mata Najwa tiap minggu dengan tema yang selalu menarik perhatian masyarakat.
Acara Mata Najwa merupakan buah dari Kebebasan Pers yang ada di Indonesia.  Adanya aturan yang melindungi Kebebasan Pers di Negara ini membuat para masyarakat bisa dengan mudah menerima informasi tentang peristiwa apa saja yang sedang terjadi baik perihal pemerintahan, bencana alam, kasus, dan berita-berita tentang selebriti.
Salah satu program acara Mata Najwa yang akan kita bahas dalam penelitian ini adalah yang bertema Menanti Terawan. Hal ini menandakan bahwa narasumber dalam programnya saat itu ialah Menteri Kesahatan Indonesia yaitu Pak Terawan. Acara tersebut ditayangkan pada tanggal 28 September 2020 dimana pada saat itu Indonesia sedang menghadi Pandemi Covid-19.
Najwa memilih Menteri Kesehatan sebagai narasumber karena saat itu negara sedang panik menghadapi pandemi, tetapi menteri kesehatan kita jarang muncul di hadapan publik untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan bagaimana negara menghadapi dan mengatasi pandemi ini. Sayangnya, pada saat itu Pak Terawan tidak menghadiri acara tersebut selaku narasumber. Sebelumnya memang pihak Mata Najwa sudah berkali-kali menghubungi pihak Pak Terawan, namun pihak Pak Terawan selalu beralasan bahwa Menteri Kesehatan sangat sibuk dan jadwalnya padat.

Tidak ada pilihan lain, akhirnya pihak Mata Najwa memutuskan tetap menjalankan acara tersebut akan tetapi kursi narasumber terpaksa kosong. Najwa selaku pembawa cara tetap menjalankan acaranya seperti biasa, hanya saja saat itu karena kursi narasumber kosong, yang dilakukannya adalah mewawancarai dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas kegelisahan masyarakat terhadap penangan Covid-19 kepada kursi kosong tersebut seolah Pak Terawan memang hadir disana. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Najwa Shihab kepada kursi kosong tersebut diantaranya adalah:
“mengapa menghilang pak?

Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi.

Rasanya menteri kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya menteri kesehatan Republik Indonesia.

Atau kehadiran Menteri Kesehatan di depan publik dirasa tidak terlalu penting?
Sejak awal pandemi anda terkesan terlalu menganggap virus ini bukan ancaman besar.

Apakah kini anda mengakui bahwa kini kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya yang seharusnya bisa lebih tanggap
Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru anda Menteri Kesehatan yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah?

Pak Terawan, sampai saat ini kondisi pandemi belum juga terkendali, data dan angka jelas menunjukkan itu. Disaat negara-negara lain justru berangsur-angsur bisa mempelonggar situasi Pak, kenapa kita tertinggal?

Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja anda di depan publik. Berangkat dari penialaian atasan anda itu saya akan beri kesempatan kepada anda soal teguran itu satu-persatu pak menteri:
“kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementrian masih rendah? Kenapa berbagai peraturan dan dibrokrasi masih berbelit di Menteri Kesehatan? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal?

Spesifik soal tenaga kesehatan, angka kematian Nakes kita sangat tinggi, dan masih terus naik. Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama Nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat?

Masih saja ada disparitas antara data pusat dan data daerah, padahal data saat pandemi sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Bagaimana dengan data bahwa gedung kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan, lalu menutup kantor Pak?
Pak Terawan ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan Covid-19, seperti Menteri Kesehatan Cheko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan. Pertanyaan saya Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu?

Yang jelas bukan hanya desakan ke presiden, tetapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati anda untuk mundur saja. Siap mundur pak? Atau bagaimana anda bisa meyakinkan publik bahwa memang masih layak menjalankan dan menduduki posisi yang berat ini” ucap Najwa Shihab.

Dari beberapa kalimat yang Najwa ucapkan kepada kursi kosong tersebut Maksud Najwa hanya menyampaikan kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan dari publik atas kinerja Pak Terawan selaku Menteri Kesehatan. Namun ternyata talkshow  edisi Menanti Terawan tersebut menjadi kontroversial. Hal yang menimbulkan kontroversi adalah karena kursi Menteri Kesehatan kosong akan tetapi Najwa tetap berbicara mengarah pada kursi kosong tersebut. Akibatnya ada pihak yang merasa bahwa perbuatan Najwa tersebut menyinggung dan menghina Menteri Kesehatan serta perbuatannya dianggap menggiring masyarakat berasumsi bahwa jajaran menteri dibawah Presiden Joko Widodo kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Akibatnya, Najwa Shihab dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh relawan Presiden Joko Widodo.
B. Pendapat Dewan Pers Terhadap Kasus “Mata Najwa Edisi Menanti Terawan”
Para relawan Presiden Joko Widodo melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, laporan yang diajukan oleh relawan Presiden Joko Widodo tersebut dialihkan ke Dewan Pers oleh kepolisisan, karena menurut kepolisian acara tersebut merupakan ranah dan wewenang Dewan Pers, bukan kepolisian. Setelah dialihkan ke Dewan Pers, menimbang acara Mata Najwa Menanti Terawan terhadap Kode Etik Jurnalistik yaitu
:

Pasal 1
Wartawan Indoensia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitaskorban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskrimiasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, dan atau pemirsa.
Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Menimbangkan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, menurut Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar\,  ia menilai bahwasanya tidak ada pelanggaran atau pasal kode etik jurnalistik yang dilanggar dalam acara Mata Najwa Menanti Terawan.

Mengetahui dirinya dilaporkan, lantas Naja Shihab memberikan pernyataannya melalui akun Instagramnya:

“di Indonesia, treatment menghadirkan bangku kosong ini mungkin baru sehingga terasa mengejutkan. Namun, sejuurnya, ini bukan ide yang baru-baru amat. Di negara dengan tradisi demokrasi dan debat yang lebih panjang dan kuat, misalnya Inggris atau Amerika, menghadirkan bangku kosong yang mestinya diisi pejabat publik sudah biasa.

Treatment ini juga berbeda dengan wawancara imajiner.

Pertama, pada dasarnya saya tidak sedang melakukan wawancara, saya hanya sedang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kan, tidak harus diajukan secara tatap muka. Bisa dilakukan secara jarak jauh dengan perantara macam-macam medium.

Kedua, ini juga tidak imajiner karena (a) pertanyan yang saya ajukan memang bukan imajiner dan saya juga tidak mengarang atau membuatkan jawaban-jawaban fiktif seolah-olah saya sudah berdialog dengan Pak Terawan; (b) Pak Terawan juga sosok yang eksis dan hidup, sehingga Pak Terawan bisa menjawabnya kapan saja, bahkan sejujurnya boleh menjawabnya dimana saja.

Sebagai pengampu Mata Najwa, tentu saya berharap ia bersedia hadir di program saya. Namun, sebagai bagian dari komunitas Pers lebih luas dan juga seorang warga negara, saya sudah cukup senang jika Pak Menteri menjawab kegelisahan publik walau itu tidak dilakukan di Mata Najwa. Sebab kerja-kerja mengawasi proses politik dan pengambilan kebijakan adalah tugas bersama, dan saya percaya Narasi tv tidak sendirian melakukannya.

Saya memikirkan dengan cukup masak saat menghadirkan bangku kosong ini, termasuk risiko dituduh melakukan Persekusi atau bullying. Saya berkeyakinan, elite pejabat, apalagi eksekutif tertinggi setelah Presiden, bukanlah pihak yang less power—aspek penting yang menjadi prasyarat sebuah tindakan bisa disebut Persekusi atau bullying. Sulit menganggap pejabat elite adalah pihak yang lemah.

Saya tidak cemas dengan Pak Terawan, karena seseorang yang menjadi menteri pastilah sosok mumpuni dan berpengalaman. Yang kita cemaskan adalah perkembangan pandemi ini. Dan karena itulah Pak Terawan menjadi penting karena, betapapun banyaknya Tim ad-hoc yang dibentuk, urusan kesehatan tetaplah pengampunya adalah Menteri Kesehatan”.

Berdasarkan penjelasan Najwa Shihab yang diunggah dalam sosial medianya, ia menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan dan memikirkan dengan matang untuk menghadirkan sebuah kursi kosong dalam acaranya. Bahkan ia berani mengambil tindakan menghadiri kursi kosong karena ia berpatokan pada negara-negara lain yang juga menganut paham demokrasi dimana di negara-negara tersebut terapi kursi kosong yang seharusnya diisi oleh pejabat yang dimaksud merupakan hal yang biasa dan sudah sering ditampilkan. Namun, ternyata hal tersebut masih baru dan tabu ketika di praktekan di Indonesia. Akibat hal tersebut, pihak yang merasa keberatan menggugat Najwa Shihab atas pencemaran nama baik.

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP KEBEBASAN PERS
A. Analisis Praktek Kebebasan Pers Di Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Kebebasan memang tidak bisa selalu terwujud menjadi sebebas-bebas yang dipikirkan. Salah satu pembahasan perihal kebebasan disini yaitu Kebebasan Pers. Kebebasan Pers memang merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah negara khususnya negara yang menganut paham demokrasi dan negara kita merupakan negara yang menganut paham demokrasi.

Negara yang menganut paham demokrasi sudah seharusnya menjunjung tinggi kebebasan dalam negaranya, salah satunya adalah Kebebasan Pers. Beberapa waktu yang lalu terdapat sebuah acara dari lembaga penyiaran yang dilaporkan atas pencemaran nama baik.

Aturan yang menjamin Kebebasan Pers sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1  yang menyatakan “Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, grafik, dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”. 
Selain dilindungi oleh Undang-Undang Pers, Kebebasan Pers juga dilindungi oleh Undang-Undang dasar 1945, deklarasi universal ham, dan konvenan hak-hak sipil dan politik. Sudah jelas bahwa kebebasan diatur dan dilindungi oleh hirarki yang tinggi dan terjamin juga kebebasan pes termasuk cita-cita negara Indonesia yang menganut paham demokrasi.

Walau sudah memiliki aturan yang harusnya menjamin Kebebasan Pers, namun fakta yang terjadi di lapangan masih sering kegiatan Pers terancam dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan Pers. Pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan akan menentang berita yang ada bahkan tak segan untuk melawan pihak Pers dengan cara apapun walaupun kegiatan Pers sendiri sudah mendapat jaminannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kasus yang akan dibahas adalah kasus Talkshow  “Mata Najwa” yang bertemakan “Menanti Terawan”.
Talkshow  Mata Najwa yang bertemakan “Menanti Terawan” dilaporkan oleh para relawan Presiden Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik. Najwa Shihab selaku pembawa acara dalam talkshow tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik.
Talkshow yang bertemakan “Menanti Terawan” memang mengejutkan banyak orang. Narasumber dalam siaran tersebut seharusnya diisi oleh Menteri Kesahatan Pak Terawan tetapi menurut keterangan para Tim Mata Najwa Pak Terawan telah berkali-kali diundang namun beliau tidak berkenan datang. Akibat dalam siaran tersebut narasumber tidak hadir maka kursi narasumber dalam siaran tersebut menjadi kosong.

Hal tersebut membuat para relawan Presiden Joko Widodo geram. Mereka merasa program Mata Najwa menghina Menteri pilihan Presiden Joko Widodo karena kursinya diisi kosong dan dalam acara tersebut Najwa melontarkan banyak pertanyaan kepada kursi kosong tersebut seolah Pak Terawan memang hadir disana. Hal tersebut membuat Najwa dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh relawan Presiden Joko Widodo.
Sejak awal para pelapor sudah salah karena melaporkan Najwa Shihab atas dirinya pribadi dan melaporkannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Najwa Shihab dalam acara tersebut sebagai pemandu badan Pers atau program Mata Najwa dan acara penyiaran ini masuk dalam ranah Pers.

Akibat diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Terawan karena ia ditempatkan dengan kursi kosong, maka Najwa Shihab menjawab tudingan atas pencemaran nama baik yang dilakukan bahwa sebenarnya dalam pelaksanaannya Najwa sendiri sudah memikirkan dengan sangat matang perihal kursi kosong tersebut. Dilansir dari kiriman Najwa Shihab di Instagram, ia menjelaskan sebagai berikut: 

“di Indonesia, treatment menghadirkan bangku kosong ini mungkin baru sehingga terasa mengejutkan. Namun, sejuurnya, ini bukan ide yang baru-baru amat. Di negara dengan tradisi demokrasi dan debat yang lebih panjang dan kuat, misalnya Inggris atau Amerika, menghadirkan bangku kosong yang mestinya diisi pejabat publik sudah biasa.
Treatment ini juga berbeda dengan wawancara imajiner.

Pertama, pada dasarnya saya tidak sedang melakukan wawancara, saya hanya sedang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kan, tidak harus diajukan secara tatap muka. Bisa dilakukan secara jarak jauh dengan perantara macam-macam medium.
Kedua, ini juga tidak imajiner karena (a) pertanyan yang saya ajukan memang bukan imajiner dan saya juga tidak mengarang atau membuatkan jawaban-jawaban fiktif seolah-olah saya sudah berdialog dengan Pak Terawan; (b) Pak Terawan juga sosok yang eksis dan hidup, sehingga Pak Terawan bisa menjawabnya kapan saja, bahkan sejujurnya boleh menjawabnya dimana saja.

Sebagai pengampu Mata Najwa, tentu saya berharap ia bersedia hadir di program saya. Namun, sebagai bagian dari komunitas Pers lebih luas dan juga seorang warga negara, saya sudah cukup senang jika Pak Menteri menjawab kegelisahan publik walau itu tidak dilakukan di Mata Najwa. Sebab kerja-kerja mengawasi proses politik dan pengambilan kebijakan adalah tugas bersama, dan saya percaya Narasi tv tidak sendirian melakukannya.

Saya memikirkan dengan cukup masak saat menghadirkan bangku kosong ini, termasuk risiko dituduh melakukan Persekusi atau bullying. Saya berkeyakinan, elite pejabat, apalagi eksekutif tertinggi setelah Presiden, bukanlah pihak yang less power—aspek penting yang menjadi prasyarat sebuah tindakan bisa disebut Persekusi atau bullying. Sulit menganggap pejabat elite adalah pihak yang lemah.
Saya tidak cemas dengan Pak Terawan, karena seseorang yang menjadi menteri pastilah sosok mumpuni dan berpengalaman. Yang kita cemaskan adalah perkembangan pandemi ini. Dan karena itulah Pak Terawan menjadi penting karena, betapapun banyaknya Tim ad-hoc yang dibentuk, urusan kesehatan tetaplah pengampunya adalah Menteri Kesehatan.
Berdasarkan penjelasan Najwa Shihab yang diunggah dalam sosial medianya, ia menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan dan memikirkan dengan matang untuk menghadirkan sebuah kursi kosong dalam acaranya. Bahkan ia berani mengambil tindakan menghadiri kursi kosng karena ia berpatokan pada negara-negara lain yang juga menganut paham demokrasi dimana di negara-negara tersebut terapi kursi kosong yang seharusnya diisi oleh pejabat yang dimaksud merupakan hal yang biasa dan sudah sering ditampilkan. Namun, ternyata hal tersebut masih baru dan tabu ketika di praktekan di Indonesia. Akibat hal tersebut, pihak yang merasa keberatan menggugat Najwa Shihab atas pencemaran nama baik.
Kasus Talkshow ini dilaporkan oleh para Relawan Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Namun, laporan ditolak oleh kepolisian karena menurut pihak kepolisian kasus ini termasuk ranah dan wewenang Dewan Pers. Sedangkan menurut Anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar, menilai bahwasanya tidak ada pelanggaran atau pasal kode etik jurnalistik yang dilanggar dalam video “Mata Najwa” edisi “Menanti Terawan”
.
a. Berdasarkan fungsi Pers
Sebagai media Pers, program “Mata Najwa” menjalankan fugsinya dengan baik sebagaimana fungsi Pers yaitu sebagai media penyiaran informasi, pikiran, dan gagasan. Setiap akan mengadakan acaranya, Mata Najwa selalu mengumumkan apa tema yang akan mereka bawakan dan mereka juga memberitahukan sosok yang akan menjadi narasumber dalam acaranya. Lalu mereka memberi pintu melalui sosial media agar masyarakat menyampaikan buah pikiran, gagasan, kritik, koreksi, maupun saran untuk Narasumber yang akan menjadi tamu pada acaranya tersebut, ketika acara berlangsung pembawa acara Mata Najwa akan menyampaikan segala pendapat, pertanyaan, kritik, maupun koreksi yang telah mereka tampung dari media sosial.
Selain itu, program Mata Najwa juga menjalankan fungsi Informasi yaitu dimana mereka selalu menginformasikan kejadian apa saja yang sedang terjadi dalam negara dan membawanya menjadi acara Talkshow-nya tersebut. Program Mata Najwa juga menjalankan fungsi Mediasi dimana mereka menjadi mediator antara masyarakat dan para narasumber yang menghadiri acaranya dimana ia menyampaikan kritik, gagan, maupun koreksi yang telah dikumpulkan dalam media sosial Mata Najwa sendiri. Hal ini juga melibatkan fungsi pengawalan hak warga negara, dimana warga negara bisa menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan, kritik, dan koreksi melalui media sosial Mata Najwa untuk para Narasumber, hal ini memenuhi hak Kebebasan Pers masyarakat, karena acara Mata Najwa juga menajalan fungsinya sebagai Control Pers yaitu mengawasi.
b. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik

Program Mata Najwa juga tidak melanggar satupun pasal dari Kode Etik Jurnalistik. Setiap akan membawakan tema dalam acaranya, para Tim Mata Najwa memerika dan memastikan terlebih dahulu perihal informasi yang mereka dapatkan. Bahkan mereka juga meriset segala aspek yang berhubungan dengan tema dan Narasumber.
Program Mata Najwa juga sangat menghormati dan memberi ruang untuk para pihak karena sesuai Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik para pihak memiliki hak jawab dan hak tolak. Oleh karenanya para Narasumber sangat diPersilakan untuk menggunakan haknya untuk menjawab kapan saja maupun menolaknya.
Pembawa acara Mata najwa juga tidak pernah menyampaikan opini yang menyudutkan atau menghakimi narasumber karena program “Mata Najwa” sangat menghormati asas praduga tak bersalah, oleh karenanya dalam programnya mereka selalu bersikap netral, yang mereka lakukan hanyalah menyampaikan kritik dan pertanyaan masyarakat.
Jika perhatikan maka sebenarnya cita-cita demokrasi kita perihal Kebebasan Pers sendiri sebenarnya sudah terlindungi dan terjamin dengan sangat baik karena negara kita memiliki aturannya bahkan dengan aturan tertinggi dalam negara kita. Diantaranya adalah:

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 28 E Ayat (2) ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, Pasal 28 E Ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”,  Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memeperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memeproleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada”.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Pasal 1 Ayat (1)

Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, grafik, dan juga data ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak asasi manusia, serta menghormat kebhinekaan;

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 19

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.
Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Pasal 19

a) Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu.

b) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.
Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:
a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan moral masyarakat.
Namun, dalam praktek dan fakta yang terjadi di lapangan, ternyata masih banyak para pihak yang sensitif dan merasa tidak nyaman terkait dengan aktvitas Pers di negara kita, khususnya jika suatu pemberitaan atau informasi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan. seperti yang terjadi dalam Talkshow  “Mata Najwa” edisi Menanti Terawan. Para pihak yang pro terhadap pejabat pemerintahan tersebut pasti merasa tidak suka jika pejabat tersebut dikritik, lalu mereka akan mencoba segala cara untuk menjatuhkan peng-kritik seperti yang terjadi pada Najwa Shihab yang dilaporkan atas pencemaran nama baik.
Pada asalnya, kasus ini tidak dapat dilaporkan atas pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu dimana korban sendiri yang harus mengadu kepada pihak berwajib bahwa dirinya tercemar nama baiknya, sedangkan disini yang mengadu atau melapor adalah hanya relawan, bukan sang pejabat sendiri. Kemudian jika yang dilaporkan sebagai tersangka adalah Najwa Shihab maka sebenarnya Najwa Shihab sendiri tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena Najwa Shihab melakukan hal tersebut bukan atas dasar pribadi atau Personal karena ingin mengkritik, melainkan ia hanyalah mediator yang dinaungi oleh media Pers yaitu media penyiaran televisi dimana Najwa Shihab dalam penyiaran tersebut berperan sebagai mediator yang menyampaikan kritik dan koreksi dari masyarakat untuk disampaikan kepada Narasumber.

Sesuai pada aturan-aturan yang mengatur Kebebasan Pers, maka Kebebasan Pers memiliki jaminan yang dapat melindungi aktivitas atau kegiatan Pers yang cukup baik dan kuat. Sejak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Kebebasan Pers atau kebebasan berkespresi, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan Pers dengan perasaan aman. Berkat zaman yang sudah maju dan teknologi sudah sangat canggih, kita sebenarnya bisa dengan mudah menyampaikan pikiran, gagasan, dan koreksi kita untuk negeri melalui media sosial, karena para pemerintah kita memiliki akun sosial media.
Sisi positif dari penggunaan media elektronik sebagai media untuk menyampaikan dan menerima informasi adalah karena bisa mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Hanya dengan mencari kata kunci yang kita inginkan di sebuah website, maka akan muncullah yang kita cari. Bahkan kita bisa dengan mudah mengkritik, mengkoreksi, atupun menyampaikan pendapat kita terhadap suatu hal. Namun, akibat terlalu mudahnya peng-aksesan media sosial yang ada saat ini, ternyata masih banyak masyarakat yang sepertinya terlihat kurang siap sehingga pemahamannya terhadap sesuatu menjadi salah. Masih banyak sekali orang yang belum bisa membedakan mana yang bersifat mengkritik dengan yang bersifat menghina. Seseorang yang tidak suka dikritik akan dengan mudah melaporkan peng-kritik melakukan pencemaran nama baik. Begitu juga yang terjadi pada Najwa Shihab, pihak yang merasa berat hati dikritik melaporkannya atas pencemaran nama baik. 
Artinya, meskipun zaman telah sangat maju, masih banyak pihak yang belum bisa terima dengan menyesuaikan diri dengan kemajuan yang ada. Kritik yang diterima di media sosial memang sangat mudah diakses oleh siapa saja bahkan oleh seseorang yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, jika seseorang merasa tidak suka dikritik mereka akan melaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini termasuk mengancam keamanan Pers, karena bisa saja ketika kegiatan Pers yang berupa penyampaian kritik dan koreksi, ataupun gagasan, bisa disalah artikan dan jika merasa kritik yang disampaikan kurang berkenaan maka akan disebut sebagai tindakan pencemaran nama baik.
B.   Analisis Fikih Siya>sah Dustu>riyah Perihal Perlindungan Kebebasan Pers Di Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Kata siya>sah adalah bentuk Masdar dari sa>sa, ya>susu  yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Kata sa>sa memiliki sinonim dengan kata dabbara yang artinya mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.
Kebebasan Pers atau yang sering disebut kebebasan berkespresi dan kebebasan berbicara dalam siya>sah dustu>riyah  merupakan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir. Kebebasan Pers merupakan wujud dari kebebasan untuk mengungkapkan pikiran, menyampaikan koreksi, pendapat, aspirasi, kritik, ataupun saran. 
Kebebasan Pers disebut sebagai media dalam pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi munkar  merupakan istilah Islam yang artinya menyerukan kebajikan dan  mencegah kemungkaran. Kebebasan Pers sangat penting peranannya dalam mewujudkan amar ma’ruf nahi munkar. Perihal amar ma’ruf nahi munkar Allah telah menyebutkannya  dalam QS. Ali-Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمّتٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الخَيْرِوَ ىَاْ مُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Artinya : Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dari ayat diatas diartikan bahwa kebebasan berekspresi harus digunakan dengan tujuan menyebarkan kebaikan, dan dilarang digunakan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman. Kebebasan Pers berperan untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kebatilan yang terjadi pada suatu negara dengan menggunakan media yang ada.
Meskipun Kebebasan Pers memiliki landasan hukum dalam Islam, akan tetapi kebebasan yang dimaksud juga memiliki batasan. Pers memang berfungsi untuk menyampaikan dan menerima informasi, akan tetapi hal itu dibatasi bahwasanya Pers dilarang digunakan untuk menyebar fitnah dan hal-hal buruk lainya.
Seperti yang menjadi cita-cita negara dengan paham demokrasi, kita perlu memanfaatkan media Pers, sebagai media perjuangan apabila kita melihat suatu kebatilan dalam sebuah negara, maka kita perlu memanfaatkan media Pers untuk menyuarakan aspirasi ataupun koreksi kita terhadap suatu kebatilan yang sedang terjadi dalam sebuah negara.

Salah satu contoh pemanfaatan media Pers sebagai alat perjuangan untuk mencegah kebatilan dan menyerukan kebaikan, ialah yang terjadi pada kasus Talkshow  “Mata Najwa” edisi menanti Terawan. acara tersebut memang biasanya memfasilitasi masyarakat untuk mengoreksi atau menyampaikan pendapat mereka jika terjadi suatu kebatilan pada suatu negara. Seperti pada saat pandemi covid-19 kemarin, merasa pihak yang bertanggung jawab atas pandemi yaitu Menteri Kesehatan Terawan kurang kompeten dalam tanggung jawabnya, maka sebagai media Pers, Mata Najwa mengadakan acaranya bertemakan menanti Terawan. namun acara ini tak berjalan semulus itu, menteri kesehatan tersebut susah sekali untuk menghadiri acara talkshow  tersebut. Berkali-kali pihak Mata Najwa mengundangnya akan tetapi pihak menteri kesehatan selalu enggan untuk memenuhi permintaan pihak Mata Najwa.

Setelah lama memikirkan, akhirnya pihak Mata najwa memutuskan untuk tetap menjalankan Talkshow  tersebut namun kursi menteri kesehatan kosong. Talkshow tersebut terus berjalan namun kursi yang seharusnya diisi Menteri Kesehatan Terawan kosong, akan tetapi tidak membuat kritik dari masyarakat batal untuk disampaikan. Najwa Shihab selaku pembawa acara Mata Najwa tetap melangsungkan acara tersebut dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan serta menyampaikan kritik-kritik serta koreksi dari masyarakat.
Najwa Shihab menyampaikan keluhan masyarakat yang merasa bahwa kinerja Menteri Kesehatan Terawan dianggap kurang maksimal dan merasa perkembangan penanganan covid-19 di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain, ditambah Menteri Kesehatan Terawan jarang muncul untuk memberikan penjeasan kepada masyarakat.
Dari kejadian tersebut kita memang mengemukakan kritik kita apabila kita melihat sesuatu yang kita rasa kurang benar, seperti ketika kita melihat Menteri Kesehatan Indonesia kurang maksimal dalam tanggung jawab dan amanahnya sebagai Menteri Kesehatan, maka sangat berhak bagi kita mengkritiknya karena sesuai yang terdapat dalam Kitab Al-Arba’in An-Nawawiyah Hadis ke 34 
عَنْ أَبِي الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى اللّٰه ليه و سلم يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُعَيِّرْهُ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَا نِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ اْلاِيْمَانِ (رواه مسلم)
“Dari Abu Said Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”(Riwayat Muslim).
 
Maka pelajaran yang didapat dari hadis tersebut adalah menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Untuk mencegah pelaku kebatilan, tidak harus selalu membutuhkan tahta agar kita bisa mencegah dan mengoreksi seseorang bahwa perbuatannya berupa hal kemunkaran Jika kita tidak memiliki tahta untuk mencegah kebatilan tersebut terjadi maka dengan sebisa mungkin dengan media yang ada kita ungkapkan  dengan media yang ada dan mumpuni baik bisa kita sampaikan secara lisan mauun tulisan yaitu untuk saat ini kita menggunakan media Pers dalam negara kita. 
Artinya apabila kita melihat suatu kebatilan dalam negara kita, seperti yang dilakukan Menteri Kesehatan Terawan yang dilihat masyarakat tidak bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik sebagai Menteri Kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi, pastinya masyarakat ingin Menteri Kesehatan digantikan dengan orang yang lebih baik dari Pak Terawan. namun, masyarakat tidak bisa melakukan hal tersebut karena tidak memiliki tahta atau jabatan yang berwenang untuk mengganti sosok Menteri Kesehatan. Maka berdasarkan penjelasan hadis selanjutnya “jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisan”, jika tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan kita bisa merubah kebatilan. Praktek yang terjadi dalam Hal ini adalah pemanfaatan media Pers dan penggunan hak masyarakat untuk menyampaikan pikiran, kiritik, serta koreksi mereka untuk kinerja Menteri Kesehatan Terawan.
Berdasarkan Surah Ali Imran ayat 104 dan Hadis Arba’in 34, Islam dengan sangat penuh mendukung  dan menjamin perlindungan Kebebasan Pers sebagai media untuk menyebar kebaikan dan mencegah kebatilan, bahkan aturannya sendiri langsung dari sumber hukum Islam yang tertinggi yaitu Al-qur’an dan selanjutnya adalah Hadis. Aturan dalam Islam sangatlah fleksibel sehingga dapat diikuti aturannya meskipun zaman terus maju dan berkembang. Hingga kita bisa melaksanakan kegiatan perjuangan Islam melalui media yang ada saat ini yaitu media elektronik. Seperti menyampaikan pendapat dan kritik maupun koreksi terhadap kinerja Menteri Kesahatan melalui media Pers merupakan perbuatan dari mencegah kebatilan. Artinya, secara Fiqh Siya>sah Dustu>riyah  perlindungan dan jaminan Kebebasan Pers dilindungi haknya oleh Al-qur’an dan Hadis karena Kebebasan Pers berfungsi sebagai media amar ma’ruf nahi munjar  dimana Islam memang sangat menjunjung tinggi perbuatan menebar kebaikan dan mencegah kebatilan, dan Pers adalah media yang cocok dengan zaman yang sedang kita lalui saat ini.
BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan Analisis Fiqh Siya<sah terkait Kebebasan Pers dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebebasan Pers di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki jaminan dan perlindungan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Kebebasan Pers di Indonesia sejauh ini sudah berjalan dengan sangat baik, banyak masyarakat yang memanfaatkan media-media yang ada di zaman sekarang untuk melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yaitu menyampaikan kritik dan koreksinya melalui media Pers yang saat ini sangat digandrungi masyarakat yaitu media elektronik. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang sepertinya kurang kesiapan menghadapi majunya zaman, sehingga terkadang mereka menyalahartikan sesuatu seperti yang terjadi dalam kasus Mata Najwa edisi Menanti Terawan, karena mengkritik kinerja Menteri Kesehatan Terawan, sebagian pihak ada yang beranggapan bahwa  kritik tersebut merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik padahal setelah ditelaah yang terjadi dalam program talkshow  tersebut sama sekali tidak melanggar kode etik jurnalistik.
2. Menurut fiqh siya>sah  Kebebasan Pers merupakan pelaksanaan dan media untuk menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. Kebebasan Pers berdasarkan Fiqh Siya>sah Dusturiyah dilindungi pelaksanannya dalam Al-qur’an Surah Ali Imran ayat 104 dan Hadis Arba’in 34 karena Kebebasan Pers merupakan hak konstitusional sebagai warga negara, dan Kebebasan Pers sendiri dilindungi karena diharapkan sebagai media yang menyebarkan kebaikan serta media yang dapat menjadi pencegah kemungkaran. Kita bisa memanfaatkan media Pers untuk mencegah kemunkaran manabila kita melihat suatu kebatilan dalam suatu negara, dengan cara menyampaikan kritik, gagasan, pendapat, dan koreksi kita terhadap negara dengan menggunakan media Pers yang ada khususnya di zaman sekarang menggunakan media elektronik seperti masyarakat mengkritik kinerja Menteri Kesehatan Terawan yang dirasa kurang maksimal.
B. Saran 
Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan membedakan perihal menyampaikan pendapat atau berekspresi. Perlunya pemerataan edukasi tentang hak asasi manusia khususnya perihal kebebasan berbicara ataupun kebebasan berekspresi yaitu yang bisa disebut Kebebasan Pers.  Agar tidak banyak terjadi kesalahpahaman sehingga mengira kritik tersebut dianggap pencemaran nama baik supaya cita-cita demokrasi kita berjalan dengan baik khususnya dalam Kebebasan Pers.
Maka untuk para Pelaku Media, diharapkan dalam menjalankan kegiatannya perlu diberi edukasi terlebih dahulu kepada para audience perihal bahwasanya kegiatan Pers yang dilakukan adalah untuk menyampaikan kritik dan pendapat sebagaimana hal tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27-28, sehingga masyarakat tidak menganggap bahwasanya kegiatan tersebut hanya perbincangan dan perdebatan semata. 

Untuk para pembaca, diharapkan untuk tidak menelan mentah-mentah atas informasi yang didapatkan. Sangat dianjurkan untuk lebih banyak lagi menggali dan mencari tahu apakah informasi tersebut valid atau tidak. Untuk para pihak, diharapakan komunikasi yang baik antara penyelenggara acara dan narasumber, dalam hal ini khususnya untuk narasumber agar mengetahui bahwasanya narasumber memiliki hak tolak dan hak jawab dalam kegiatan Pers, maka manfaatkan hak tersebut jika tidak mau memberi penjelasan maka jelaskanlah bahwa narasumber menolak untuk mengeluarkan pernyataan dan gunakan hak jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang dilontarkan oleh pembawa acara supaya audience menemukan titik terang dan tidak mengambil kesimpulan dan pendapat buruk lainnya.
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